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BUPATI ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG
PENGELOLAAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA
DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

bahwa banyaknya sumur tua sebelum tahun 1970 dan daerah-daerah
konsesi potensi migas dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang
tidak dipergunakan dan tidak diusahakan lagi oleh pemegang konsesi
maka perlu diambil langkah-langkah berupa mengoptimalkan fungsinya
kembali, untuk melakukan pengelolaan sumur-sumur minyak tua;

bahwa dalam rangka pemanfaatan kembali sumur-sumur minyak tua
dan daerah-daerah konsesi potensi migas yang terbengkalai di
Kabupaten Aceh Tamiang perlu melibatkan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa
dan huruf b, perlu membentuk Clanun tentang Pengelolaan Minyak Bumi
pada Sumur Tua dalam Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

Undang-Undang MNomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh
Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Manggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 MNomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4176);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah fterakhir dengan
Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004
tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43
Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan
Pihak Ketiga;

8. Peraturan Menten Pertambangan dan Energi Nomor 01 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada
Sumur Tua;

9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 03);

10. Ganun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pendinan Badan Usaha Milik Daerah kabupaten Aceh
Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008
Nomor 7};

11. Ganun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Perseroan Daerah Petro Tamiang (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 9);

12. Ganun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - QANUN TENTANG PENGELOLAAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA

DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Clanun ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang

Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten
adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati dan
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPREK Aceh Tamiang
adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang vyang
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
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Perjanjian Jasa adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk memproduksi Minyak
Bumi berdasarkan prinsip pembenan Imbalan Jasa atas produksi yang di hasilkan.

Imbalan Jasa (fee) adalah imbalan yang diberikan Kontraktor kepada BUMD atas
pekerjaan Memproduksi Minyak Bumi yang dihitung berdasarkan jumlah Produksi
minyak bumi yang dihasilkan dan ditetapkan berdasarkan penawaran darn BUMD.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha
yang didirkan dan seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang serta wilayah usahanya atau administratifnya mencakup lokasi Sumur Tua.

Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh
Tamiang.

Minyak dan Gas yang selanjutnya disebut Migas adalah hasil proses alami berupa
hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas,
cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokent, dan bitumen yang diperoleh
dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon
lain yang berbentuk padat yang diperoleh darn kegiatan yang tidak berkaitan dengan
kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Memproduksi Minyak Bumi adalah usaha mengambil, mengangkat dan/atau menaikan
minyak bumi dan sumur tua sampai ke titik penyerahan yang disepakati para pihak.

Konfrakior adalah Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap yang diberikan wewenang
untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada
suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja.

Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis
usaha bersifat tetap, terus menerus dan didinkan sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Badan Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirkan dan berbadan hukum diluar
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Minyak Bumi, Wilayah Kerja, Kontrak Kerja Sama, Kontraktor, Badan Pelaksana
adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sumur Tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan
pemah diproduksikan serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu
wilayah kerja yang ternkat Kontrak Kerja Sama dan tidak diusahakan lagi oleh
kontraktor.

Daerah potensi minyak bumi yang terbengkalai adalah wilayah kerja dalam suatu
konsesi kontraktor yang berpotensi minyak bumi namun terbengkalai karena tidak
diusahakan atau tidak dieksploitasi oleh kontraktor.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua adalah:

B =

memanfaatkan sumur-sumur tua yang terbengkalai untuk dapat diproduksi kembali;
meningkatkan PAD;

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;

memperluas kesempatan lapangan kera.
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BAB llI
PEMANFAATAN SUMUR TUA DAN
DAERAH POTENSI MINYAK BUMI YANG TERBENGKALAI

Pasal 3

Sumur-sumur minyak tua dan daerah potensi minyak bumi yang terbengkalai yang
berada dalam wilayah kerja kontraktor dapat diambil alih pengusahaan dan
pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya dimanfaatkan lagi untuk
menghasilkan minyak bumi dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi dan
mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Kontraktor lama yang menguasai konsesi potensi Migas dan sumur sumur fua yang
terbengkalai dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang diwajibkan mengembalikan dan
menyerahkan hak penguasaan daerah tersebut kembali kepada Pemkab Aceh
Tamiang.

Penyerahan kembali daerah-daerah yang dimaksud juga harus disertai dengan
penyerahan dokumen dokumen lengkap dan tidak terbatas antara lain, dokumen
eksplorasi, data geologi, data produksi, data struktur sumur, dan data data lain yang
berkaitan dengan pekerjaan explorasi dan exploitasi migas di daerah tersebut
termasuk data dan pendanaan plug and abandonment program sesuai dengan
peraturan pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Tamiang, melalui BUMD dapat menunjuk
Kontraktor baru untuk pengelolaan dan pengusahaan sumur sumur tua dan daerah
potensi migas yang terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kontraktor baru wajib bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam
upaya memanfaatkan potensi cadangan minyak bumi yang terkandung di dalam
sumur-sumur tua.

Bupati, dengan persetujuan DPRK Aceh Tamiang, memberikan rekomendasi kepada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk dapat bekerjasama dengan Kontraktor baru
dalam rangka pengelolaan sumur-sumur minyak tua dan daerah potensi minyak bumi
yang terbengkalai tersebut.

Kontrakior baru dapat membuat perjanjian dan kontrak kerja sama dengan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas atau
Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan Bupati dan DPRK Aceh Tamiang.

Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatas wajib memuat
paling sedikit ketentuan
Penernmaan daerah/negara;
Wilayah Kernja dan pengembalian.
Kewajiban pengeluaran dana.
Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi.
Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak.
Penyelesaian perselisihan.
Berakhirnya kontrak.
Kewajiban pasca operasi pertambangan (Plug & Abandonment Program).
Keselamatan dan kesehatan kerja.
Pengelolaan lingkungan hidup.
Pengalihan hak dan kewajiban.
Pelaporan yang diperlukan.
. Rencana pengembangan lapangan
Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa local dan dalam negen.
Pengembangan masyarakat sekitarmmya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.
Pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal khususnya dan umumnya tenaga
kera Indonesia, untuk selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Masing-masing Kontraktor dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib menyampaikan
laporan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas mengenai pelaksanaan perjanjian
setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 5

Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk yang mempunyai wewenang untuk melakukan
pembinaan, pengawasan umum dan pengawasan teknis.

BABV
SANKSI

Pasal 6

(1) Bupati dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan kewenangannya
memberikan teguran tertulis terhadap pelanggaran oleh pihak pelaksana pekerjaan
yang memproduksi minyak bumi berdasarkan peranjian, ataupun pihak lain yang
melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini.

(2) Dalam hal pihak yang melaksanakan pekerjaan setelah mendapatkan teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melakukan pengulangan pelanggaran,

Bupati sesual dengan kewenangannya dapat menghentikan sepihak perjanjian kena
sama dengan pihak pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dalam hal Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan Migas Aceh telah
ditetapkan oleh Pemernintah, ganun ini akan dilakukan penyesuaian kembali.

Pasal 8

(1) Semua peranjian kerja sama yang telah di tanda tangani oleh pihak lain dalam
memproduksi minyak bumi pada sumur-sumur tua dinyatakan tetap berlaku sampai
dengan masa peranjiannya berakhir.

(2) Penanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disesuaikan
dengan ketentuan Qanun ini dalam waktu 90 (Sembilan puluh) han sejak
diberlakukannya Qanun ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal 5 Maret 2012 M
11 Rabiul Akhir 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG, ABDUL LATIEF

SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2011 NOMOR 29



